BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk

setiap Desa;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Bangka

Barat Tahun Anggaran 2021;
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Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan
Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Pemerintahan Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
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kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113
Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 226);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 /PMK.07 /2020
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1035);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 3 seri A);

Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 75 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah

Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 23 Seri A);

Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 79 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 27 Seri A);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan
untuk  membiayai  penyelenggaraan = pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan = pemberdayaan

masyarakat.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat

APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

6. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa
adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu
di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak

ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
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BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran

2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar;

b. Alokasi Afirmasi;

c. Alokasi Kinerja; dan

d. Alokasi Formula.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,
dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah
desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden
Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Besaran alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan

mengenai Pengelolaan Dana Desa.

Pasal 4

Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
b, diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang

memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan

mengenai Pengelolaan Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi
kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan
desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan

capaian hasil (outcome) pembangunan desa.

Besaran alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
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mengenai Pengelolaan Dana Desa.

Pasal 6

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung
berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan
indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang
dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

statistik.
Pasal 7

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal
6 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)} * AF Kab

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk
Desa Kabupaten Bangka Barat

z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total
penduduk miskin Desa Kabupaten Bangka Barat

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah
Desa Kabupaten Bangka Barat

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Bangka
Barat

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Bangka Barat

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa dan Daftar Rekening Kas
Desa di Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.
BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
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(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap

Desa, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu

sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai
dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan
kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk

bulan kedua sampai bulan kelima;

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap

Desa, dengan rincian;

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam

sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan maret; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai
dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan
keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk

bulan tujuh sampai bulan kesepuluh;

c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap

desa dengan rincian:

1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai

dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai
dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk
bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk

bulan kedua belas.

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk desa
berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan

ketentuan:

a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap
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desa dengan rincian:
1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu

sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai
dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan ke
satu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan

kedua sampai bulan ketujuh; dan

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) pagu Dana Desa setiap desa

dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai

dengan bulan kedua belas paling cepat bulan maret; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai
dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan
ke kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan
untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta

paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas

(4) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan status
Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh
Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi dalam

Indeks Desa.
Pasal 10

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2)
dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan

penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
a. tahap I berupa:
1. peraturan Desa mengenai APBDes.

2. surat keputusan Kepala Desa mengenai Penetapan jumlah Keluarga

Penerima Manfaat BLT Desa.
b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun

anggaran sebelumnya;
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2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai

dengan tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling
sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima

persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

3. peraturan Kepala Desa Mengenai penetapan keluarga penerima
manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa Mengenai penetapan

tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa
Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di

RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai
dengan tahap II menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling
sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima

persen) dari Dana Desa tahap Il yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun

anggaran sebelumnya.

(2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada
Pasal 9 ayat (3), Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
Pasal 9 ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. tahap I berupa:
1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan

2. surat keputusan Kepala Desa mengenai Penetapan Jumlah
Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa;

b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun

anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai
dengan tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling
sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima
persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
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3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun

anggaran sebelumnya;

4. peraturan Kepala Desa Mengenai penetapan keluarga penerima
manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa Mengenai tidak

terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa
Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di

RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun anggaran 2020
selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II
Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa
peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima
manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup

anggaran perbulannya.

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2
dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan

rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai
dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian

keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi
penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dan ayat (6).

Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum
memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan

table referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu

pada peraturan yang ditetapkan oleh kementerian dalam negeri.
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Pasal 11

Dalam rangka Penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa
bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud pada

Pasal 10 ayat (1), Kepala Desa memenuhi ketentuan:

a. BLT Desa bulan kesatu dapat disalurkan setelah Bupati menerima
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a

angka 2; dan

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai bulan kelima, masing-
masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi

jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai
dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1)
huruf b masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa
menyampaikan data realisasi jumlah penerima manfaat bulan

sebelumnya kepada Bupati.

Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai
dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1)
huruf ¢ masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa
menyampaikan data realisasi jumlah penerima manfaat bulan

sebelumnya kepada Bupati.

Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga

bulan Desember.

Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari hasil pendataan jumlah

keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai
penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud
Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan
perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat

minggu ketiga bulan November.

Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada (1)

sampai dengan ayat (4).
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Pasal 12

(1) Dalam rangka Penyaluran Dana Desa tahap I untuk desa berstatus desa
mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh
sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2), Kepala Desa memenuhi

ketentuan:

a. BLT Desa bulan kesatu dapat disalurkan setelah bupati menerima
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a

angka 2; dan

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai bulan ketujuh,
masing-masing bulan disalurkan setelah kepala desa menyampaikan
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada

Bupati.

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai
dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1)
huruf b masing-masing bulan disalurkan setelah kepala desa
menyampaikan data realisasi jumlah penerima manfaat bulan

sebelumnya kepada bupati.

(3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat bulan kedua belas kepada bupati paling lambat minggu ketiga

bulan Desember.

(4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari hasil pendataan jumlah

keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

(5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai
penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud
Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4, Kepala Desa menyampaikan
perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada Bupati paling lambat

minggu ketiga bulan November.

(6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada (1)

sampai dengan ayat (4).

Pasal 13
(1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan

penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1)
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dan (2) dan tidak menyampaikan realiasasi jumlah keluarga penerima

manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12
sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan

dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

(2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat

disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

(1) Dana Desa diprioritaskan penggunaanya untuk pemulihan ekonomi dan

pengembangan sektor prioritas di desa sesuai dengan kewenangan desa.

(2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring
pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan
menengah, sektor usaha pertanian dan pengembangan potensi Desa

Melalui Badan Usaha Milik Desa.

(3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya
pertanian, perternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan

perbaikan fasilitas kesehatan.

(4) Jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT

Desa Menjadi Prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.

(5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Corona

Virus Disease 2019 (Covid-19).

(6) Pengunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman
pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan

transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

(7) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak
termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) setelah prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (6) dianggarkan pada APBDes

dengan memperhatikan ketersediaan anggaran di Desa atau mendapat
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persetujuan bupati.

(8) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan pada

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 15

Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).

BLT Desa sebagaimmana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada
keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai

berikut :

a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa

bersangkutan; dan

b. Tidak termasuk penerima bantuan program keluarga harapan (PKH),
kartu sembako, kartu prakerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program

bantuan sosial pemerintah lainnya.

Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk

kebutuhan pembelian pupuk.

Rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan

peraturan kepala Desa.

Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

(DTKS) dari Kementerian Sosial,

Dalam melaksanakan kegiatan sebagimana dimaksud pada ayat (5)
dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh kepala desa, dengan

operasional yang dianggarkan pada APBDes tahun berkenaan.

Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama

sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.

Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan ke dua sampai dengan bulan

kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana



(10)

(11)

(12)

(1)

(2)
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dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf a,

pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya
menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap

bulan.

Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan
kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf a, selisih
lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk

kegiatan pemulihan ekonomi lainya di Desa

Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan
peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima

manfaat BLT Desa.

Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data
keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.
Pasal 16

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada
pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang

dibiayai dari Dana Desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan
dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan
baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja

dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 17

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan

Dana Desa.

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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BAB V
SANKSI

Pasal 18

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9
(sembilan) bulan pada Tahun anggaran 2020, dikenakan sanksi
pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa

yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran 2021.

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.

(3) Pengenaan sanksi kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa
khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima
manfaat BLT Desa yang memenuhi Kriteria dan/atau tidak tersedia cukup

anggaran setiap bulannya.

(4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang
diketahui oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua
belas) bulan pada tahun anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan
Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan

disalurkan pada tahap II tahun anggaran 2022.

(2) Pengenaan Sanksi kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa
khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima
manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cuup

anggaran setiap bulannya.

(3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang

diketahui oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20
Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa,

laporan konvergensi pencegahan stunting, laporan realisasi jumlah keluarga
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penerima manfaat BLT Desa, dan lembar konfirmasi Dana Desa tercantum

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka

Barat

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 19 Januari 2021

BUPATI BANGKA BARAT

ttd

MARKUS

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 19 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANGKA BARAT

ttd

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 2 SERI E
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PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI DANA DESA

Nomor Uraian
1 Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2 Kolom 2 diisi dengan Uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3 Kolom 3 diisi dengan uraian output Misal: Pembangunan Jalar
4 Kolom 4 diisi dengan volume output Jumlah Volume Output yang terdiri dari jumlah dan satuan output misal :500 mete
5 Kolom 5 diisi dengan Cara Pengadaan. Misal : swakelolz
6 Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7 Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8 Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisas
9 Kolom 9 diisi dengan prosentase capaian output dengan membagi jumlah yang telah terlaksana dengan volume outpu
Kegiatan pembangunan/pemeliharaan / pegembangan Fisik dihitung sesuai perkembangan penyelsesaian fisik di lapangan
a dan foto
b Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan
anggaran, sebesar 30%
- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta kepelatihan dan
konfirmasi pengajar sebesar 50%
- kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto Sebesar 100%
Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa Pada Bidang
10 Pembangunan Desa
Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang
1 diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
11 Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal : berapa output yang telah terlaksana (kuantitas




B. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TK.DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN : KECAMATAN
DESA : TAHUN : TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

IBU HAMIL ANAK 0-23 BULAN
SASARAN JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 6121 KURANG/
1.000 HPK TOTAL KEK/RESTI TOTAL
GIZI BURUK /STUNTING
JUMLAH
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)
SASARAN JUMLAH TOTAL HIJAU HIJAU HIJAU
ANAK 0-23 BULAN (NORMAL) (RESIKO STUNTING) (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK
SASARAN INDIKATOR JUMLAH %
1 |PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN
2 |MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 KALI
3 |IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI
IBU HAMIL 4 |MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI
5 |IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN
6 |RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN
7 |RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK
8  |MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN
1 |ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP
2 |DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN
3 |DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN
4 |ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN LAKILAKT TOTAL
ANAK USIA
0-23 BULAN 5 |KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING
(0-2 TAHUN) 6 |RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES MINUM AMAN
7 |RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK
8 |ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN
9 |ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR
10 |ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN
ANAK
1 |ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%
>2-6 TAHUN

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

JUMLAH INDIKATOR
NO SASARAN TINGKAT KONVERGENSI

YANG DITERIMA SEHARUSNYA DITERIMA

1 IBU HAMIL

2 ANAK 0-23 BULAN

TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING
NO SASARAN TOTAL ALOKASI DANA

ALOKASI DANA % (PERSEN)

1 BIDANG PEMBANGUNAN DESA

2 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KEPALA DESA .............




C. Contoh Realisasi Jumlah Keluarga Penerima Manfaat

LAPORAN REALISASI JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT

DESA TAHUN 2021

KABUPATEN :
KECAMATAN :
DESA :
BULAN :
ALOKASI JUMLAH KPM JUMLAH KPM BESARAN JUMLAH
NO NAMA ANGGARAN BLT YANG YANG BLT PER REALISASI TANGGAL KETERA
URUT DESA DESA TAHUN DITETAPKAN DISALURKAN KPM BLT PENYALURAN NGAN
2021 (Rp) (KPM) (KPM) (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7=5x6) (8) 9)
1
JUMLAH
...................................................... (10)
.......................................... (11)
Ttd
Stampel kades
........................................... (12)
Petunjuk Pengisian
(1) Cukup Jelas
(2) Cukup Jelas
(3) Diisi anggaran BLT Desa sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perdes/Perkades Tahun 2021
(4) Diisi jumlah KPM sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perkades penerima BLT Tahun 2021
(5) Diisi jumlah KPM yang disalurkan setiap bulannya
(6) Diisi besaran BLT per bulan per KPM
(7) Diisi jumlah total realisasi anggaran penyaluran BLT setiap bulannya
(8) Diisi waktu penyaluran BLT setiap bulannya (tanggal,bulan dan tahun)
9) Cukup Jelas Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10) Diisi dengan jabatan penanda tangan (Kepala Desa)
(

Diisi dengan nama penanda tangan (Kepala Desa)




D. Lembar Konfirmasi Dana Desa

KOP DESA

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat
Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa Tahun
Anggaran 2021 Kabupaten Bangka Barat
Dengan rincian

TAHAP TANGGAL DITERIMA JUMLAH TERBILANG
(dengan huruf)
Pertama (1) (1) Rp. (2) (3)
Dana tersebut telah diterima pada :
NOMOT REKEIMINE 1 ittt ettt et et e e e et e e e e e e e eeenaanes 4)
Nama Rekening PP PPN ()
Nama Bank PP PPRN (6)
...................... s eeeereennerneeneeieeneennennenns (7)
........................................................ (8)
Stampel i Ttd
kades |........ccooiiiinni. (9)

Petunjuk Pengisian :
(1) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dana diterima

(2) Diisi dengan jumlah dana yang diterima (dalam angka)

(3) Diisi dengan jumlah dana yang diterima (dalam huruf)

(4) Diisi dengan nomor rekening penerima dana

(5) Diisi dengan nama pemilik rekening penerima dana (sesuai dengan yang tertera di buku rek bank)
(6) Diisi dengan nama bank penerima dana (sesuai dengan yang tertera di buku rek bank)

(7) Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat

(8) Diisi dengan jabatan penanda tangan (Kepala Desa)

(9) Diisi dengan nama penanda tangan (Kepala Desa)

BUPATI BANGKA BARAT,

ttd

MARKUS
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